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Abstrak 

Penelitian ini menganalisa tentang kedudukan hukum dan hal-hal yang 

melatarbelakangi dari diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang 

Penanganan Ujaran Kebencian, permasalahan dari penelitian ini mengenai status hukum dari 

Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ditinjau dari 

hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Rumusan permasalahan 

dari penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 

06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian? Bagaimanakah status hukum dan 

kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. 

Metode penelitian dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif. Hasil dari penelitian ini adalah yang melatarbelakangi diterbitkannya Surat Edaran 

Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian adalah semakin maraknya 

penghasutan yang dilakukan melalui media Sosial, sehingga Dalam SE itu, disebutkan bahwa 

ujaran kebencian yang dimaksud berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, 

perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan menyebarkan berita bohong 

dengan tujuan terjadinya tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik 

sosial. Sedangkan untuk kedudukan Surat edaran tersebut adalah Surat Edaran merupakan 

suatu intruksi atau petunjuk (beleidsregel) pejabat tata usaha Negara yang dalam hal ini Surat 

Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang merupakan 

instruksi dari KAPOLRI kapada anggota Polri dalam penanganan ujaran kebencian (Hate 

Speech) 

Kata Kunci : Surat edaran, Ujaran Kebencian, kedudukan hukum 

Abstract 

This study analyzes the legal status and the background of the issuance Chief of 

Police Number 06 / X / 2015 on Habit Response Handling, the problem of this research 

concerning the legal status of Chief of Police Circular No. 06 / X / 2015 on Habit Response 



Handling is reviewed From the hierarchy of laws and regulations prevailing in Indonesia. The 

formulation of the problem of this research is what lies behind the issuance of Chief of Police 

Chief Number 06 / X / 2015 on Habit Response Handling? What is the legal status and 

position the Chief of Police Circular No. 06 / X / 2015 on the handling of hate speech. 

Research method in analyzing the problem in this research is normative juridical. The result 

of this research is the background issuance the Chief of Police Chief Number 06 / X / 2015 

on the handling of hate speech is the increasingly widespread incitement through social 

media, so in the issuance the chief of police it is mentioned that hate speech is in the form of 

humiliation, defamation, , Disrespectful acts, provocations, incitement, and spreading false 

news with the aim acts of discrimination, violence, disappearance and social conflict. While 

for the position of Circular Letter is an instruction or beleid (beleidsregel) State 

Administration officials in this case Circular Letter of Chief of Police Number 06 / X / 2015 

about Habit Response Handling which is instruction from chief of police to Police member in 

handling hate speech (Hate Speech). 

Keyword : issuance Chief of Police, hate speech, legal status 

I. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi yang kian pesatmenjadikan perbedaan jarak dan waktutak 

berarti. Segala kebutuhan manusia kini lebih mudah untuk dipenuhi, terutama kebutuhan 

manusia akan informasi. Derasnya hujan informasi dapatmenjamah hampir seluruh negeri. 

Mulai dari berita terbaru sampai berita yang sudah ketinggalan zaman juga dapat dengan 

mudah diakses.Perkembanganteknologi ini menjadikan daya kreasi dan inovasi manusia 

seakan telah menemukan wadahnya.Kebebasan berekspresi pun dapat dituangkan 

melaluiberagam media baik media elektronik maupun media cetak. Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, media, dan komunikasi telah mengubahbaik perilaku masyarakat maupun 

peradaban manusia secara global.  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah pula menyebabkan 

hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan 

budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.Teknologi Informasi saat ini menjadi 

pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, 

kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan-perbuatan 

yangmelanggar hukum.Dewasa ini fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat adalah 

banyak sekali bermunculan ujaran-ujaran kebencian baik di dunia nyata maupun di dunia 

maya, hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat yang nantinya dapat berpotensi 



menjadi konflik baik Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) ataupun konflik-konflik 

lainya. 

Kekhawatiran tersebutlah yang membuat Kapolri Jenderal Badroodin Haiti 

mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran 

Kebencian, dengan tujuan agar dapat meminimalkan fenomena-fenomena dan pemicu konflik 

yang ada di masyarakat dapat diantisipasi, akan tetapi di sisi lain terdapat kekhwatiran di 

masyarakat yang timbul akibat diterbitkannya surat edaran kapolri tersebut, yaitu akan 

dibelenggunya kebebasan untuk menyatakan pendapat, dan berekspresi yang merupakan 

kebebasan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan hukum apa 

yang melatarbelakangi terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan 

Ujaran Kebencian? Dan bagaimanakah Status Hukum dan Kedudukan Surat Edaran Kapolri 

Nomor 06/X/2015 tentangPenanganan Ujaran Kebencian ? 

II. Metode Penelitian 

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. 

Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru 

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
1
 Dalam penelitian ini, tipe-

tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (legal research).  

Tipe penulisan ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerpan 

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis 

normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti 

undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang bersifat teoritis yang kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
2
 Penulisan skripsi ini 

utamanya menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach), yaitu dengan 

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani. Untuk memberikan kepastian hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai yang seyogyanya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian hukum dapat 

berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Bahan hukum 

primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif artinya mempunyai otoritas seperti 

perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.
3
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1) Bahan primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 

di Muka Umum 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

6. Undang-Undang Nomor 19Tathun 2016 tentangperubahan atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; 

8. Putusan Mahakamah Konstitusi nomor 6/PUU-V/2007 tentang pengujian kitab undang-

undang hukum pidana. 

9. Permendagri no. 55 tahun 2010 tentang tata naskah dinas di lingkungan kementerian 

dalam negeri 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 

80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 

2) Bahan hukum sekunder menurut Soetandyo Wigjosubroto adalah juga seluruh informasi 

tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara.
4
 Bahan hukum 

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen 

resmi.Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
5
 Bahan hukum sekunder 

yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan 

tulisan-tulisan tentang hukum. 

 

III. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan 

Ujaran Kebencian 

Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi ciri negara demokratis dan merupakan 

hak setiap orang dan menjadi salah satu hak yang dijamin Negara dalam konstitusi. Pasal 28E 

ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
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menjamin hak setiap orang dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya 

serta hak untuk mengeluarkan pendapat. Hal senada pun juga ditegaskan di dalam Pasal 23 

ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (UU HAM) yang menyatakan setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, 

dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui 

media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, 

ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Menyampaikan pendapat di muka 

umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan.Juga berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha 

kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, 

baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan.
6
 

Hak tersebut juga mencerminkan penyelenggaraan Negara yang menganut demokrasi. 

Namun begitu, implementasi hak berpendapat dan berekspresi tersebut bagaimana pun tetap 

dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan bagi negara 

dalam memberikan perlindungan terhadap setiap warganya. Terlebih bagi Indonesia sebagai 

negara yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, dan keyakinan. Salah satu 

tantangan terbesar negara demokratis ialah mengelola ujaran kebencian (hate speech). 

Alasannya, di negara demokratis, setiap warga Negara memiliki kebebasan berpendapat dan 

berekspresi yang wajib dihormati dan dibela pemerintah.
7
 

Tujuan utama mengelola ujaran kebencian adalah untuk menjaga dan mengawal 

kehidupan sosial yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Di samping itu, 

pengelolaan ini juga ditujukan untuk mencegah sejak dini setiap potensi kerusuhan 

horizontal. Seiring dengan perkembangan teknologi, dewasa ini penggunaan teknologi 

informasi banyak dimanfaatkan untuk mengekspresikan pendapat dan pemikiran seseorang. 

Pada sisi lain, belum semua pengguna teknologi informasi tersebut mengetahui batasan etika 

dan hukum dalam menyampaikan pendapat mereka di ruang publik. Dari sisi regulasi, hukum 

telah mengatur batasan menyampaikan pendapatdan pemikiran di wilayah publik melalui 

KUHP dan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 

tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 
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Menyikapi hal tersebut dan semakin maraknya ujaran kebencian yang terjadi di 

masyarakat, pada tanggal 8 Oktober 2015 Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral 

Polisi Badroodin Haiti telah mengeluarkan Surat Edaran No. 06/X/2015 tentang Penanganan 

Ujaran Kebencian/Hate Speech (SE Ujaran Kebencian). Dikeluarkannya SE tersebut 

dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian 

masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian 

terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). 

Ujaran kebencian juga dianggap berpotensi memiliki dampak merendahkan harkat 

martabat manusia dan kemanusian sertadapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, 

pengucilan, diskriminasi, kekerasan,dan bahkan pembantaian etnis (genocide) terhadap 

kelompok yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, hal tersebut harus dapat ditangani dengan 

baik supaya tidak berpotensi semakin merongrong prinsip kebhineka tunggalikaan dalam 

berbangsa dan bernegara.
8
 

Di dalam SE Kapolri, ujaran kebencian dibatasi meliputi perbuatan berupa tindak 

pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan 

pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: penghinaan; pencemaran nama 

baik; penistaan; perbuatan tidak menyenangkan; memprovokasi; menghasut; penyebaran 

berita bohong; dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak 

diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang diatur di dalam 

Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, dan Pasal 311 KUHP, Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) Undang-

Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 

tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Ras dan Etnis) (huruf f SE Kapolri). 

Perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik 

sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau 

penghilangan nyawa (huruf i SE Kapolri), untuk itu Polri dituntut untuk bisa mengatasai 

segala hal terkait tindakan ujaran kebencian yang dilakukan melalui upaya prefentif dan 

represif. 

3.2 Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran 

Kebencian 
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Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan Instruksi 

Presiden dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Butir 15 Produk hukum 

dalam bentuk ” Surat Edaran” baik sebelum berlakunya maupun sesudah berlakunya UU 

nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peratuaran PerUndang-Undangan yang telah 

diganti menjadi UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-

Undangantidak dikategorikan sebagai peraturan PerUndang-Undangan, karena Surat Edaran 

kedudukan nya bukan sebagai peraturan perundangan-undangan, dengan demikian 

keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan ketentuan UU nomor 12 tahun 2011. 

Dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang diterbitkan oleh KeMenpanRB 

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 

80 Tahun 2012, Pengertian Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan 

tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Selanjutnya di Permendagri no. 55 

tahun 2010 tentang tata naskah dinas di lingkungan kementerian dalam negeri, dalam pasal 1 

butir 43 dijelaskan bahwa: Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, 

penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan 

mendesak. Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahun, maka dengan sendirinya 

materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan 

perundangan-undangan. Oleh karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum 

untuk menganulir peraturan Menteri, apalagi Perpres atau PP tetapi semata-mata hanya untuk 

memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. Surat Edaran mempunyai 

derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan 

tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat 

pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma. 

Surat Edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kapada bawahannya/orang di 

bawah binaannya. Surat Edaran sering dibuat dalam bentuk Surat Edarn Menteri, Surat 

Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya 

tidak memiliki dasar hukum menerbitkan surat edaran. Pejabat penerbit Surat Edaran tidak 

memerlulan dasar hukum karena Surat Edaran merupakan suata peraturan kebijakan yang 

diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas namun perlu perhatikan beberapa 

faktor sebagai dasar pertimbangan penerbitannya:
9
 

a) Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak; 

b) Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan; 
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c) Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

d) Dapat dipertanggung jawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang 

baik; 

Begitu juga apabila ditinjau dari peraturan yang berlaku di lingkungan Kepolisian 

Republik Indonesia (POLRI), kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang 

Penanganan Ujaran Kebencian yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh KAPOLRI, 

hal ini berdasarkan Peraturan Kepala POLRI Nomor 15 tahun 2007 tentang naskah dinas di 

lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Peraturan Kepala POLRI Nomor 

15 tahun 2007 memberikan definisi dan kedudukan surat edaran, surat edaran adalah surat 

yang berbentuk naskah dinas yang dikeluarkan oleh Kapolri memuat pemeberitahuan tentang 

tata cara yang berlaku ataupun ketentuan yang harus diperhatikan berdasarkan kebijaksanaan 

pelaksanaan. 

Apabila ditinjau dari Teori kewenagan menurut Philipus M. hadjon yang membagi cara 

memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:
10

 

1. atribusi; dan 

2. delegasi dan mandat. 

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung 

bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu 

cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa 

kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, 

karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata 

lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak 

dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.Sehingga kewenangan Kapolri Jendral 

Badroodin Haiti berasal dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Sehingga Kapolri dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata 

Usaha Negara. Kemudian Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat 

besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. 

Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi 

delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). 

Sehingga, kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan 

Ujaran Kebencian merupakan produk dari pejabat tata usaha Negara (TUN) yaitu KAPOLRI 

yang berupa suatu peraturan kebijakan (beleidsregel) atau delegasi memberikan instruksi 
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(petunjuk) dari KAPOLRI sebagai pejabat TUN yang berwenang dan memimpin institusi 

POLRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia kepada anggota POLRI dalam menangani ujaran kebencian (Hatespeech) 

IV. Kesimpulan dan Saran 

4.1 Kesimpulan 

Dari pemaparan tinjauan pustaka dan dari hasil  pembahasan yang penulis teliti, maka 

dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebelum dikeluarkannya SE tersebut terdapat suatu kerusuhan besar yang terjadi di 

beberapa daerah di Indonesia. Semakin maraknya penghasutan yang dilakukan 

melalui media Sosial atau media Online. Oleh karenya berkaca dari kejadian tersebut 

Jenderal Pol. Badrodin Haiti dengan tegas mengeluarkan Surat Edaran. Dalam SE itu, 

disebutkan bahwa ujaran kebencian yang dimaksud berupa penghinaan, pencemaran 

nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan 

menyebarkan berita bohong dengan tujuan terjadinya tindak diskriminasi, kekerasan, 

penghilangan nyawa dan konflik sosial. Selain itu, ujaran kebencian yang dimaksud 

bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok 

masyarakat dalam berbagai komunitas suku, agama, aliran kepercayaan, ras, antar 

golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. 

Diterbitkannya SE tersebut supaya menjadi langkah pedoman kepolisian dalam 

menangani perkara-perkara yang terjadi dan menanggulangi supaya tidak terjadi hal 

serupa terulang kembali.  

2. Sedangkan untuk kedudukan Surat edaran tersebut adalah Surat Edaran baik sebelum 

maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang 

pembentukan pembentukan peratuaran perundang-undangan yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012  Tentang Pembentukan Peraturan 

PerUndang-Undangan tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-

undangan, karena Surat Edaran kedudukannya bukan sebagai peraturan perundangan-

undangan, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan 

PerUndang-Undangan. Surat Edaran merupakan suatu intruksi atau petunjut 

(beleidsregel) pejabat tata usaha Negara yang dalam hal ini Surat Edaran Kapolri 

Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang merupakan instruksi 

dari KAPOLRI kapada anggota Polri dalam penanganan ujaran kebencian (Hate 



Speech) dengan tujuan agar instrument ini menjadikan dan mendidik masyarakat 

untuk tidak gampang untuk melakukan ujaran kebencian terhadap masyarakat yang 

lain. 

4.2 Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: 

1. Dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan yang diakibatkan oleh 

hasutan atau ujaran kebencian (hate Speech) dibutukan peran serta yang maksimal 

dari berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat hingga yang terakhir adalah 

aparat penegak hukum untuk selalu melakukan pengawasan terhadap kelompok-

kelompok yang diduga dapat menyebarkan faham faham kebencian.  

2. Perlunya sosialisasi akan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang 

Penanganan Ujaran Kebencian mengenai kedudukan hukum dan fungsi dari surat 

edaran tersebut agar masyarakat tidak resah akan kehadiran surat edaran ini dan 

menjelaskan bahwa surat edaran ini tidak membelenggu Hak Asasi Manusia 

(HAM) warga Negara Indonesia. 
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